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Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : hak-hak keuangan dan
administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian
pimpinan dan anggota DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD. Dana
operasional pimpinan DPRD. Kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD. Penyediaan tenaga ahli fraksi. Pengelolaan hak
keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus
2017.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora (Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan



Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sepanjang
mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling
lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Penjelasan: 10 him



